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Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
bukan tanpa alasan.

Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola
dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Konsekuensi hukum amanat UUD
pasal 28 H ayat 1 bahwa Pemerintah menjadi pihak yang berwenang dan bertanggung
jawab dibidang pengelolaan sampah. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah
dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga memantik semangat
untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh
mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan-keterbatasan melalui sudut
pandang implementasi kebijakan.

Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten.
Berbagai data yang diperoleh dari hasil metode studi kasus kemudian dikembangkan
sesuai dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil
penelitian menunjukkan tiga hal penting untuk melihat implementasi kebijakan
kemitraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Pada tahapan ini, titik
fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh



pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga
kota). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah
dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif.

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguiji
kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan
kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan
sampah di wilayah zona | merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki
armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen
kerja. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa
manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan dari hadirnya pihak swasta
dalam pengelolaan sampah yaitu optimalisasi pada tahapan proses pengangkutan
sampah. Keywords: Kemitraan, Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan



PENDAHULUAN Penelitian ini merupakan upaya lanjutan untuk melacak dan mengawal
pelaksanaan pengelolaan sampah. Mengingat bahwa pengelolaan sampah merupakan
keharusan yang tidak dapat ditunda karena semakin menunjukkan titik kritis.

Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat turut mempengaruhi
bertambahnya volume sampah. Belum lagi proses pengelolaan sampah yang ada masih
banyak yang belum sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan.
Hal ini yang kemudian melahirkan ancaman bagi seluruh makhluk hidup sehingga tidak
dapat dipungkiri bahwa permasalahan sampah telah menjadi masalah nasional bahkan
global. Amanat UUD pasal 28 H ayat 1 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah
wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Dalam UU no 32 tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan sampah
menjadi sebuah usaha dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Namun harus diakui bahwa Pemerintah
Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga memantik
semangat untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Hadirnya sektor privat dalam
urusan pelayanan publik diyakini mampu menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan
masalah sampah yang sudah akut._

Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kewenangan dalam mengatur urusan
publik, tetapi juga membaginya kepada pihak lain atau yang dikenal sebagai konsep
Good Governance._ Keterlibatan sektor privat ini dianggap mampu memenuhi
harapan-harapan stakeholders sehingga dalam proses pengambilan keputusan akan
memperoleh pertimbangan yang matang._ Keterlibatan swasta dalam memberikan
pelayanan publik tidak terlepas dari keunggulan swasta dalam beberapa dimensi.
Pertama, sumberdaya.

Alasan sederhana untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta dikemukakan ketika
pemerintah kekurangan sumberdaya — atau kemampuan untuk memobilisasi
sumberdaya — yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah misi. Kedua, produktivitas.
Bahwa agen eksternal akan menjalankan kapasitas produksi yang tidak dimiliki
pemerintah. Dengan menjalin kemitraan, maka pemerintah akan dapat menekan batas
efisiensi untuk menurunkan biaya._

Logika semacam ini merupakan agenda besar dari transformasi reformasi birokrasi. Di
Kota Pekanbaru, kemitraan pengelolaan sampah dengan swasta ini sudah dilakukan dua
periode yaitu pada tahun 2015 dan pada tahun 2018. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota
Pekanbaru menjalin kemitraan dengan PT Multi Guna Inti atau MGI. Perusahaan tersebut
memperoleh nilai kontrak sebesar Rp. 53 miliar.



Namun hingga penghujung 2016, PT Multi Guna Inti tidak berhasil menyelesaikan
masalah sampah di 8 kecamatan yang menjadi ruang lingkupnya._ Ditahun 2018, Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekanbaru kembali membuka lelang proyek
pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hasil lelang menunjukkan bahwa PT. Samhana
Indah sebagai pemenang tender pengelolaan sampah di zona 2 yang terdiri dari
Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Bukit Raya, Sail, dan
Tenayan Raya. Proses penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan
PT Samhana Indah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018.

Setelah kegagalan pada periode pertama, ini kesempatan kedua bagi Pemerintah Kota
Pekanbaru untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan efisien. Kemitraan tersebut
menjadi satu langkah untuk membaca garis batas yang menghasilkan kejelasan
“pemerintah” dalam berurusan dengan tujuan publik. Keterbatasan sarana, prasarana,
maupun sumberdaya itulah yang mengharuskan Pemerintah Kota Pekanbaru berbagi
peran kepada sektor privat.

Kemitraan tersebut menjadi satu langkah untuk membaca garis batas yang
menghasilkan kejelasan “pemerintah” dalam berurusan dengan tujuan publik. Dalam
pelaksanaannya, dapat dinilai perbedaan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru saat menjalin kemitraan dengan swasta. Sejauh mana
wewenang yang dibagi itu menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik dan
menutupi keterbatasan-keterbatasan yang menyeruak.

Adalah benar bahwa kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah
bertujuan untuk optimalisasi dalam hal pengerjaannya. Namun pernyataan ini masih
perlu dibuktikan secara empiris. Sehingga perlu ditelisik lebih lanjut, sejauh mana
harapan sudah terjewantahkan dalam proses implementasi. TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teori Implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang
sangat menentukan dalam kebijakan publik._

Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Edward Il bahwa
tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan kebijakan menjadi hal yang
sia-sia. Implementasi kebijakan akan menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil
kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, implementasi kebijakan menjadikan tujuan
kebijakan direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah.

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dianalisis dari perspektif proses implementasi dan
juga hasil implementasi. Pada perspektif proses, sebuah kebijakan yang dikatakan
berhasil jika seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan



kebijakan. Sedangkan perspektif hasil melihat bahwa keberhasilan kebijakan dapat
diketahui dari kesesuaian tujuan program dengan dampak kebijakan yang diinginkan.

Sebuah kebijakan yang dibuat harus semaksimal mungkin memperoleh apa yang
diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam literatur mengenai implementasi kebijakan,
Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan dengan memakai
pendekatan proses pembelajaran. Model ini menunjukkan kesesuaian anatara tiga
elemen, yaitu program kebijakan, pelaksana program, dan kelompok sasaran program._
Gambar 2.1

Model Kesesuaian David C. Korten Sumber: David C. Korten (1988) dalam Tarigan, him
19) Gambar diatas menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil
diimplementasikan jika terdapat kesesuaian antara 3 unsur, yaitu: Kesesuaian antara
program dan penerima manfaat Poin ini menekankan pada kesesuaian antara apa yang
ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana Yaitu kesesuaian antara tugas
yang disyaratkan dalam program Pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana.
Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana Hal ini maksudnya
adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi dapat memperoleh output
dari kelompok sasaran. Model kesesuaian implementasi kebijakan yang dikembangkan
David Korten ini telah menambah khasanah dalam kajian kebijakan publik.

Berdasarkan pola yang disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa kesesuaian antara 3
unsur tersebut menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Jika output
program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output yang
dihasilkan tidak dapat memberi manfaat. Jika organisasi pelaksana program tidak
memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugasnya, maka output program tidak akan
terdistribusi secara tepat.

Terakhir, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana tidak mampu dipenuhi oleh
kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak akan memperoleh output program
kebijakan._ Model implementasi kebijakan dari David Korten inilah yang akan digunakan
sebagai pisau analisis dalam penelitian ini Tiga dimensi utama yang ditawarkan Korten
akan menjadi rujukan untuk dielaborasi dengan data di lapangan yang berkaitan
dengan pelaksanaan kebijakan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Penelitian Terdahulu Relasi kekuasaan di aras lokal memiliki banyak keunikan yang tidak
cukup hanya dikaji dari pendekatan formal saja, melainkan juga perlu dikaji dengan
melibatkan jaringan-jaringan informal, termasuk koalisi yang dibangun antara penguasa



dan pengusaha. Pada dasarnya, esensi dari keberadaan negara adalah kebijakan publik
karena menjadi bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan
sampah, maka akan diketahui bahwa sudah ada banyak penelitian yang menyoroti hal
tersebut dalam berbagai sudut pandang. Dilihat dari sisi aktor, dapat diklasifikasikan
menjadi dua bagian, yaitu kajian yang melihat pengelolan sampah dengan
menitikberatkan perhatian pada sektor formal dan kajian yang mendalami kehadiran
jaringan-jaringan informal dalam pengelolaan sampah melalui keterlibatan pihak swasta.

Termasuk didalamnya berkaitan dengan problematika yang dihadapi hingga melihat
hasil dari pola kerjasama itu sendiri. Penelitian dari kelompok pertama misalnya oleh La
Ode Agus Said, dkk yang menyoroti masalah yang muncul dalam proses implementasi
kebijakan pengelolaan sampah. Dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan
dari Edward lll, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan belum maksimal
dilakukan Pemerintah Daerah._

Kajian diatas diperkuat oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Edi Hartono yang
menyoroti masalah pengelolaan sampah yang selama ini masih mengandalkan
pemerintah daerah saja._ Kelompok kajian kedua melihat kemitraan Pemerintah dan
Swasta/masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Ada banyak kajian yang menyoroti
keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah, misal kajian Ayu Artiningsih yang
menyoroti keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah
dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA._

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yumi Puspitawati dan Mardwi Rahdriawan
yang melihat pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu meningkatkan
tanggung jawab masyarakat dalam mengelola sampah._ Dari beberapa penelitian diatas,
dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih belum melihat lebih jauh
mengenai implementasi kemitraan Pemerintah dan Swasta dengan fokus pada geliat
yang terjadi diantara 3 aktor, yaitu pemerintah, pelaksana dan juga penerima manfaat.

Selain itu, titik pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada
hasrat untuk melihat seberapa jauh kesuksesan implementasi kebijakan yang mengajak
swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. METODE
PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena dan
peristiwa.



Dengan metode studi kasus, maka fakta mengenai kemitraan Pemerintah dan swasta
yang dilakukan dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru akan digali dari
berbagai sumber data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah
diuraikan sebelumnya. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam,
dokumentasi dan mengikuti diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
di Kota Pekanbaru.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan dan
diinterpretasikan untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus
yang diteliti. Analisis data ini penting untuk mengungkap temuan substantif maupun
temuan formal. Analisis data menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data
sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab.

Teori implementasi kebijakan digunakan sebagai pisau analisis yang menjadi acuan
penelitian dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Pada tahap terakhir,
peneliti menyimpulkan hasil penelitian atas temuan dilapangan yang telah diolah
berdasarkan teori yang digunakan. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam konteks
pengelolaan sampah di kota Pekanbaru, menilik implementasi penanganan sampah
menjadi penting.

Hal ini disebabkan pemerintah kota Pekanbaru dalam urusan pengelolaan sampah telah
menggandeng pihak ketiga untuk bermitra dengan pemerintah guna menangani
persoalan sampah kota. Setelah kemitraan tercapai antar dua belah pihak (dalam hal ini
Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Samhana Indah), maka tahapan imlementasi
menjadi penting untuk diperhatikan bersama, apakah kenyataan dilapangan sesuai
dengan apa yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya. Berdasarkan MoU antara
pemerintah kota Pekanbaru dengan pihak swasta (PT.

Samhana Indah), sistem pengelolaan sampah oleh pihak swasta hanya sebatas pada
tahapan proses pengangkutan. Sehingga tahapan perencanaan dan
pangawasan/kontrol tetap pada pemerintah Kota Pekanbaru. Mitra kerja untuk tahapan
pengangkutan ini dilakukan karena pemerintah kekurangan sumberdaya terutama
berkenaan dengan ketersediaan armada/mobil pengangkutan sampah.

Diharapkan kepada pihak pemenang tender dalam hal ini PT. Samhana Indah yang
mengelola manajemen pengangkutan sampah di zona 1 bertanggung jawab penuh
terhadap kebersihan di wilayah kerjanya (zonasi). Sejauh ini kinerja pihak swasta
mendapat tanggapan positif dari beberapa kalangan, diantaranya yaitu Lurah Simpang



Baru, beliau sangat mengapresiasi pihak swasta yang telah membantu dalam
pengangkutan sampah di beberapa titik yang selama ini menimbulkan persoalan.

Menurutnya, pengelolaan sampah (dalam hal pengangkutan) sejatinya lebih efektif jika
dikelola oleh pihak swasta._ Demikian pula Camat Tampan berujar bahwa “Setelah pihak
swasta dilibatkan dalam penanganan sampah menjadi lebih baik, jalan-jalan protokol
kembali bersih meskipun penanganan di tingkat lingkungan belum maksimal karena hal
tersebut butuh partisipasi aktif dari masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sia-sia menggandeng pihak swasta dalam membantu
pengelolaan sampah di wilayah kota Pekanbaru._ Oleh karena itu, untuk tercapainya
cita-cita pengelolaan sampah kota yang profesional melalui kebijakan swastanisasi,
maka kita perlu melihat beberapa variabel sebagai alat ukur kinerja kesuksesan suatu
kebijakan pada tahapan implementasi di lapangan.

Sejauh mana efektifitas kebijakan pengelolaan sampah oleh pihak swasta dapat dilihat
dari tiga variabel Implementasi Kebijakan menurut David C. Korten; Pertama, kesesuaian
antara program dan penerima mamnfaat; Kedua, kesesuaian antara program dengan
organisasi pelaksana; Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi
pelaksana.

Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya: Kesesuaian antara Program dan Penerima
Manfaat Pada tahapan ini, ttitik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan
ide yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima
manfaat (dalam hal ini warga kota). Pemerintah dalam hal ini merespon akan kebutuhan
terhadap pengelolaan sampah merujuk pada agenda nasional dan diteruskan pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 60 tahun 2015.

Kesesuaian program yang dirancang oleh pemerintah daearah sejatinya bertujuan untuk
“terwujudnya Kota Pekanbaru bersih sampah tahun 2020 menuju metropolitan yang
madani”, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Walikota tahun 2015 pasal 3.
Penjelasan soal keberpihakan program ini terhadap penerima manfaat lebih lanjut
dijelaskan dalam beberapa butir pasal selanjutnya.

Ini menunjukkan bahwa program ini dirancang atas dasar kebutuhan dan hak warga
negara dalam memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan Penanganan
Pengelolaan Persampahan dirumuskan dalam beberapa hal, seperti: Pengurangan
sampah dimulai dari sumbernya melalui pembatasan timbunan sampah, pendaur
ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Peningkatan peran aktif masyarakat



dan dunia usaha/usaha sebagai mitra dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Peningkatan akses pelayanan dan pemanfaatan sampah. Pengembangan kapasitas
penyelenggara pengelola sampah. Kemudian, untuk peningkatkan peran aktif dari
masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan penanganan sampah, ada beberapa
upaya yang akan dilakukan sesuai dengan rancangan program yang telah disusun.

Upaya tersebut meliputi memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah sejak dini
kepada anak di tingkat sekolah, memberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah
kepada masyarakat, meniengkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah
berbasis ilmu dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Jika hal semacam ini
berhasil diterapkan, maka gaya pengelolaan sampah seperti ini akan memberi dampak
bennefit bagi masyarakat sekitar.

Setelah upaya pengurangan sampah dan keterlibatan aktif masyarakat dilakukan, maka
upaya selanjutnya yaitu akses terhadap pelayanan dan pemanfaatan sampah. Adapun
program strategis yang ditawarkan adalah mengoptimalkan produk daur ulang sampah
seperti kompos yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik pada tanaman di sekitar
pekarangan rumah. Hal lain yang ditawarkan yaitu pengembangan pemanfaatan
sampah menjadi energi alternatife (waste to energy).

Pun strategi lain yang bisa diupayakan ialah membangun kemitraan dengan sektor
bisnis dalam pemanfaatan hasil daur ulang sampah. Hal yang tidak kalah penting dari
tiga strategi yang telah dijelaskan diatas yaitu pengembangan terhadap kapasitas
penyelenggara pengelola sampah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka
langkah-langkah yangakan dilkukan ialah dengan cara peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, pengembangan dan optimalisasi kelembagaan, peningkatan kelengkapan
produk hukum/NSPK sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, segala ide dan gagasan tentang pengelolaan sampah yang telah
tertuang dalam rancangan program kerja nantinya diharapkan berjalan sesuai dengan
semestinya. Strategi yang akan dijalankan tentunya memberi dampak posisitf kepada
masyarakat yang merasakan pembangunan pengembangan tata kelola persampahan.
Sehingga harapan pemerintah menjadikan kota Pekanbaru bebas sampah dan bersih
bisa terwujud dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat.

Oleh karena itu, jika sampah mampu dikelola dengan baik melalui strategi kerja yang
tepat guna maka akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kesesuaian antara
Program dengan Organisasi Pelaksana Perda nomor 8 tahun 2014, pasal 4 menjelaskan
sistem pengelolaan sampah diselelnggarakan dengan prinsip; keterpaduan,



akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan berkepastian hukum.

Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah
dengan kemampuan organisasi pelaksana. Jika pengelolaan sampah melibatkan pihak
ketiga (kemitraan) maka pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi pelaksana
memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka
kedepan akan menjadi sebuah bencana bagi khalayak umum.

Berkenaan dengan standar kerja organisasi pelaksana pengelolaan sampah di Kota
Pekanbaru, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: Memiliki Kapasitas di
bidangnya Perusahaan sehat secara finansial Memiliki armada angkut yang memenuhi
standar PT. Samhana Indah sebagai organisasi pelaksana yang ditugaskan untuk
mengelola masalah sampah wilayah zonasi di Kota Pekanbaru tentunya sudah
memenuhi kualifikasi kelayakan sebagai perusahaan yang menangani sampah.

Ini dibuktikan oleh kemampuan finansial perusahaan yang sehat, jumlah armada angkut
yang berkualitas, serta yang terpenting adalah PT. Samhana Indah sangat
berpengalaman dibidang penanganan sampah kota. Hal tersebut diamini oleh bapak
Adrial selaku perwakilan dari PT. Samhana Indah, beliau berujar; “Dalam acuan kerja
mitra swatsa, kita dituntut mampu membantu program pemerintah kota.

Tentunya kita berpengalaman soal pengangkutan sampah, ada saldo biaya operasional
di bank minimal 5 Miliar, kemampuan finansial perusahaan harus sehat, itu syarat wajib.
Khusus untuk armada/kendaraan kita disyaratkan memiliki jumlah kendaraan sesuai
yang telah ditentukan, umur kendaraan, dan jenis kendaraan. Kendaraan kami di tahun
pertama itu berjumlah minimal truk mini kol itu ada 20 truck, ada juga yang besar 3
(sekelas fuso) , yang kecil seperti L300 kami memiliki 8 kendaraan, gerobak motor ada 8
juga, kemudian kita disyaratkan juga punya amrol truk 5 unit, alhamdulillah kita penuhi
segala persyaratannya.

Disisi lain juga diimbangi dengan jumlah ritasi sehari berpa minimal, kami disyaratkan
58, kemudian tonase 350, kemudian kita atur lah manajemen kerja di wilayah kerja
kita.”_ Adapun berdasarkan program penanganann sampah yang meliputi tahapan
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah,
PT. Samhana Indah hanya bertugas pada tahapan “pengangkutan” saja dan itu
merupakan kesepakatan kerja (MoU) antara PT. Samhana Indah dengan pihak
pemerintah kota Pekanbaru.

Sehingga tugas pokok yang dilakukan oleh pihak kemitran ialah hanya sebatas proses
pengangkutan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengumpulan oleh



masyarakat. Oleh karena itu, upaya perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah
melalui produk hukum menjadi acuan dalam implementasi pengelolaan sampah. Ruang
lingkup kerja pihak swasta juga telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan
walikota Pekanbaru. Sehingga oleh PT.

Samhana Indah dalam menyusun manajemen kerja juga berdasarkan landasan aturan
hukum yang telah ada, jika melenceng dari apa yang tertera dalam kerangka aturan
yang telah diatur sebelumnya maka pihak pemerintah melalui dinas terkait berhak
mengingatkan dan bahkan bisa menegur langsung kepada pihak swasta selaku
penerima mandat pengelelolaan sampah.

Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana Hal ini bertujuan
untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara aksi dari organisasi pelaksana dapat
memberi dampak kepada kelompok sasaran (warga kota). Permasalahan sampah yang
mendera wilyah kota Pekanbaru merupakan akumulasi dari tingginya komsumsi
masyarakat. Akibat budaya masyarakat yang begitu konsumtif, maka produktifitas
sampah yang dihasilkan juga tinggi.

Permasalahan sampah kota bukanlah akibat dari aktifitas limbah industri melainkan
sumbangan dari sampah rumah tangga. Untuk kelancaran pengangkutan sampah dari
komplek perumahan, perkantoran, ruko serta rumah penduduk maka diperlukan
ketepatan waktu dalam pembuangan sampah yaitu dilakukan pada pukul 19.00 WIB
hingga pukul 05.00 WIB. Sampah yang menumpuk di jalan dan TPS kemudian diangkut
sampai ke TPA.

Perencanaan melalui bentuk undang-undang telah dilakukan, pun demikian dengan
manajemen pengangkutan oleh pihak swasta telah disusun. Namun kenyataan
dilapangan membuat pihak pengangkutan harus bekerja ekstra karena pengumpulan
dan jam buang sampah oleh masyarakat tidak sesuai harapan. Ini merupakan kendala
yang dirasakan oleh pihak pengangkut sampah, dimana masyarakat tidak mematuhi jam
buang sampah yang telah diinformasikan sebelumnya.

Berikut kutipan hasil wawancaranya; “kendala yang kita hadapi dilapangan yaitu soal jam
buang sampah (jam kota bersih mulai jam 7 pagi — 4 sore) dan ketersediaan tong
sampah. Jam buang sampah yang tidak sesuai membuat manajemen pengangkutan
terganggu, begitu juga dengan sampah yang berserakan akibat tidak tersedianya tong
sampah yang memadai yang memudahkan proses pengangkutan.

Tidak adanya tong sampah terkadang membuat sampah berserakan sehingga
mengganggu proses pengangkutan dan juga tentu merusak keindahan”._ Kendala yang



terjadi di atas menunjukkan bahwa masyarakat kita masih kurang kooperatif dalam
menangani permasalahan sampah secara bersama. Padahal pemerintah melalui
peraturan daerah telah menegaskan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan
sampah.

Pasal 8, 9, 10 dan 11 dengan rinci telah dijelaskan bahwa tahapan pemilahan dilakukan
oleh masyarakat sejak dari rumah tangga. Berbeda dengan kasus pemilahan sampah
rumah tangga, masyarakat juga abai terhadap jam buang sampah yang telah ditetapkan
oleh pemerintah kota yaitu dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Kebanyakan dari masyarakat membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan
sehingga menyulitkan bagi pihak pengangkutan sampah. Disinilah kemudian
manajemen yang tepat dibutuhkan oleh PT. Samhana Indah untuk menyikapi budaya
jam buang sampah warga kota yang tidak disiplin. Lebih parahnya lagi, terdapat
beberapa oknum masyarakat yang dengan “sadis” membuang sampah ditepian dan
bahkan di jalan raya.

Pemandangan semacam ini tentunya bukan barang aneh, terkadang lumrah dijumpai di
beberapa ruas jalan utama di kota Pekanbaru. Pertanyaan kemudian adalah perilaku
indisipliner masyarakat dalam menjaga jam buang sampah disebabkan oleh faktor apa.
Jika disebabkan oleh kurangnya informasi atau sosialisai oleh pemerintah kota, hal ini
juga dirasa tidak tepat mengingat pemerintah telah berupaya mensosialisai melalui
berbagai cara, semisal sosialisasi melalui siaran radio yang mampu menjangkau seluruh
pendengar dimana saja dan tidak terjebakk oleh ruang dan waktu.

Pendekatan lain juga dilakukan dengan memerintahkan aparatur tingkat desa dan
RT/RW untuk menghimbau agar masyarakat tertib dalam jam buang sampah. Korelasi
antara ketaatan masyarakat dalam membuang sampah akan memudahkan pihak
pengangkutan sampah dalam bekerja. Sehingga dampak yang akan dirasakan oleh
masyarakat yaitu kawasan kota yang bersih dari sampah serta memberi kenyamanan.

Bekerjanya simbiosis mutualisme melahirkan kawasan kota yang asri dan bersih dari
sampah. KESIMPULAN Implementasi kebijakan swastanisasi pengelolaan sampah di Kota
Pekanbaru menunjukkan keberhasilan. Swastanisasi pengelolaan sampah yang
dilakukan memberi dampak positif terhadap agenda pemerintah kota Pekanbaru dan
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PT.

Samhana Indah sebagai pelaksana tahapan pengangkutan sampah pada zona | mampu
bekerja secara profesional sehingga permasalahan keterlambatan pengangkutan
sampah bisa diminimalisir. Ini dikarenakan pihak mitra kerja pemerintah memiliki



manajemen kerja yang terukur, ketersediaan armada pengangkutan yang memenuhi
standar serta etos kerja yang profesional. Dalam literatur mengenai implementasi
kebijakan, David C. Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan dengan
memakai pendekatan proses pembelajaran.

Pertama, kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat. Pada tahapan ini, ttitik
fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh
pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga
kota). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah
dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif.

Program yang disusun tentunya mengakomodir kebutuhan masyarakat selaku penerima
manfaat dari tahapan pengelolaan sampah. Kedua, kesesuaian antara Program dengan
Organisasi Pelaksana. Perda nomor 8 tahun 2014, pasal 4 menjelaskan sistem
pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip; keterpaduan, akuntabilitas,
transparansi, efisiensi, efektifitas dan berkepastian hukum. Poin ini menguji kesesuaian
antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan
organisasi pelaksana. PT.

Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona | menunjukkan
sikap profesionalitas. Ini dibuktikan pihak mitra kerja mampu memenuhi segala
persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam
hal pengelolaan sampah pada tahapan pengangkutan.

Itu dibuktikan bahwa pihak perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada
pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Dalam
hal implementasi, manajemen kerja PT. Samhana Indah berpedoman pada MoU serta
Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Misalnya standar
tonase yang telah disepakati perhari sebanyak 350 ton/hari, oleh pihak swasta bahkan
mampu mengangkut melibihi standar yang telah ditetapkan yaitu rata-rata tonase
mencapai 400 ton/hari.

Ini menunjukkan bahwa program yang telah direncanakan oleh pemerintah mampu
diimplementasikan dengan baik berdasarkan kemampuan manajemen yang bermutu
oleh pihak swasta (PT. Samhana Indah). Ketiga, kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat
dengan Organisasi Pelaksana. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesesuaian
antara aksi dari organisasi pelaksana dapat memberi dampak kepada kelompok sasaran
(warga kota).

Permasalahan sampah yang mendera wilyah kota Pekanbaru merupakan akumulasi dari



tingginya komsumsi masyarakat. Akibat budaya masyarakat yang begitu konsumtif,
maka produktifitas sampah yang dihasilkan juga tinggi. Permasalahan sampah kota
bukanlah akibat dari aktifitas limbah industri melainkan sumbangan dari sampah rumah
tangga.

Oleh pihak swasta tentunya telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja
yang telah ditentukan dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang
dirasakan dari hadirnya pihak swasta dalam pengelolaan sampah yaitu optimalisasi pada
tahapan proses pengangkutan sampah. Namun bukan berarti oleh pihak swasta tidak
mendapatkan kendala, ini berkenaan dengan jam buang sampah dan ketersediaan tong
sampah sebagai tempat pengumpulan sampah.

Persoalan jam buang sampah, masih banyak masyarakat kita yang tidak membuang
sampah pada jam yang telah ditentukan, padahal kebijakan jam kota bersih dimulai
sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Kenyataan dilapangan masih ada
masyarakat membuang sampah bukan pada jam yang telah ditentukan, karena
kebanyakan masih membuang sampah pada waktu bersamaan jam berangkat kerja pagi
atau pada saat berbarengan keluar mengantar anak ke sekolah.

Terlebih diperparah oleh kebiasaan oknum masyarkat yang suka membuang sampah
sembarangan, tentu ini mempersulit kerja pihak pengangkutan sampah karena sampah
tidak dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Sinergi antara pemerintah, pihak
swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di kota
Pekanbaru. Selama ini pihak swasta dan pemerintah telah membangun komunikasi yang
baik dalam tugas dan fungsi kerja masing-masing.

Sedangkan keterlibatan masyarakat masih kurang karena ketidakpatuhan terhadap jam
buang sampah. Sehingga diharapkan kepada masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam
program kota bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Hasilnya
lingkungan yang bersih dan nyaman dirasakan oleh masyarakat Tampan khususnya dan
secara umum masyarakat kota Pekanbaru. REFERENSI Ayu Artiningsih.
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